SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133
TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 107
huruf g dan Pasal 160 huruf g Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan mengikuti
orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupéten/ Kota
dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah; : |

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ‘
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.




Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916); ’

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal I _
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negaea Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951), diubah

sebagai berikut:




. 3.

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6)
dan ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman
tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

(2) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya
menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
diwilayahnya.

(3) Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas
bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.

(4) Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi
Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai.

(5) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas
bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

(6) Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/.Kota
menyelenggarakan pendalaman tugas dalam benfuk
bimbingan teknis/ workshop/lokakarya/seminar bagi
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
sesuai dengan keanggotaan pada masing-masing
asosiasi.

(7) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD
Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pendalaman
tugas dalam bentuk bimbingan
teknis/ workshop/lokakarya/seminar bagi anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupatcn/Kota sesuai

dengan lingkup asosiasi.

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 124, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A
(1) Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD

Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas




sebagairhana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) setelah
mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.

(2) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi
Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat
menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) setelah mendapatkan
rekomendasi dari BPSDM Kemendagri. '

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri
berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani
oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan
lainnya. '

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang
mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan
kegiatan, jadwal Kkegiatan, waktu dan tempat
penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diajukan apabila Asosiasi DPRD Provinsi dan
Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan
laporan kegiatan sebelumnya.

(6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diajukan apabila Asosiasi Sekretafis DPRD
Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD
Kabupaten/Kota  telah ~ menyampaikan laporan

kegiatan sebelumnya.

3. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 18 diubah dan
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), schingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Jumlah peserta pendalamah tugas sebégaimana
dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan paling banyak 60 (enam

puluh) orang;




b. bimbingan teknis paling banyak 60 (enam puluh)

orang; dan
c. workshop/lokakarya/seminar dengan
memperhatikan aspek urgensi,  kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta
manfaat yang akan diperoleh.

(2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, dibagi menjadi 2 (dua) kelas
apabila jumlah peserta melebihi dari jumlah paling
banyak.

(3) Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dengan jumlah
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM

Kemendagri.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1

(satu) ayat, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Materi Orientasi meliputi materi wajib dan materi
pilihan.

(2) Materi Pendalaman Tugas disesuaikan dengan tugas
dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

(3) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) DPRD atau
gabungan DPRD dengan anggota yang bertugas pada

alat kelengkapan yang sama.

5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (safu) pasal,
yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A
Materi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalain
Pasal 19 ayat (2) terhadap:
a. Pimpinan DPRD, meliputi:

1. tata cara memimpin sidang DPRD;




penyusunan rencana Kerja pimpinan dan koordinasi
dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda
dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
serta rencana anggaran DPRD, penyampaian laporan
kinerja pimpinan DPRD;

tata cara mewakili DPRD dalam berhubungaﬁ
dengan pengadilan/lembaga/instansi lainnya dan
Teknis juru bicara DPRD;

teknis konsultasi dengan kepala daerah dan
pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya; dan

tata cara melaksanakan keputusan DPRD berkenaan
dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta memasyarakatkan keputusan DPRD;

b. Badan Musyawarah DPRD, meliputi:

1.

penyusunan dan penetapan agenda DPRD dalam
masa persidangan; dan

membangun sinergi dalam menentukan garis
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD dan merekomendasika‘n

pembentukan panitia khusus;

c. Komisi DPRD, meliputi:

D

mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang komisi
masing-masing;

tata cara melakukan pembahasan terhadap
rancangan Peraturan Daerah dan rancangan
keputusan DPR, dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Dacrah dan APBD
sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

teknis koordinasi dalam penyelesaiah masalah
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

tata cara mengartikulasikan kepentingan masyarakat
dan merumuskan kebijakan; dan

pola hubungan kerja komisi dengan alat kelengkapan

lainnya;,




_ Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, meliputi:

1.

3.

tata cara menyusun rancangan = program
pembentukan Peraturan Daerah;
tata cara harmonisasi dan sinkronisasi produk

hukum daerah; dan

teknis laporan penyelesaian produk hukum daerah;

. Badan Anggaran DPRD, meliputi:

9

tata cara penyusunan, penyampaian, dan integrasi
pokok pikiran DPRD dalam dokumen perancanaan;
pola hubungan kerja pelaksanaan fungsi anggaran

baik internal maupun eksternal DPRD;

3. optimalisasi pembahasan KUA/PPAS;

4. optimalisasi pelaksanaan fungsi anggaran;

tata cara memberikan saran kepada pimpinan DPRD
dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
pedoman  penyusunan APBD  dan regulasi

pengelolaan keuangan daerah;

Badan Kehormatan DPRD, meliputi:

. teknis penegakan kode etik anggota DPRD;

mekanisme tata beracara Badan Kehormatan; dan
tata cara pemberian sanksi dan rehabilitasi terhadap

pelanggaran kode etik;

. Panitia Khusus, meliputi:

I,

tata cara pelaksanaan, mekanisme Kkerja dan tugas
panitia khusus sebagaimana tujuan pembentukan
sesuai dengan keputusan DPRD;

tata cara penyusunan rekomendasi DPRD terhadép
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah; dan

tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang berhalangan tetap melalui

mekanisme pemilihan oleh DPRD.




6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 23

(1) Setiap Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi

atau Pendalaman Tugas mendapatkan sertifikat.

(2) Sertifikat . sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh:

a.

Kepala BPSDM atas nama Menteri pada halaman
depan dan Kepala Pusat yang membidangi pada
halaman belakang untuk Orientasi Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur
pada halaman depan dan Kepala BPSDM Provinsi
atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk
Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;

Kepala BPSDM atas nama Menteri pada halaman
depan dan oleh Kepala Pusat terkait pada halaman
belakang untuk Pendalaman  Tugas yang
diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri;
Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur
pada halaman depan dan Kepala BPSDM Provinsi
atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota,;

Ketua DPRD pada halaman depan dan Sekretaris
DPRD pada halaman belakang untuk Pendalaman
Tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD;
Pimpinan tertinggi Partai Politik pada halaman
depan dan oleh Ketua penyelenggara pada halaman
belakang  untuk Pendalaman Tugas yang
diselenggarakan oleh Dewan Pengurus
Pusat/Tingkat Pusat; |

Pimpinan Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi

Partai Politik pada halaman depan dan oleh ketua

penyelenggara pada halaman Dbelakang untuk




Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh
Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi;

h. Ketua Umum atau dengan sebutan lainnya Asosiasi
DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota
pada halaman depan dan oleh Ketua penyelenggara
pada halaman belakang untuk Pendalamén Tugas
yang diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD;

i Ketua Umum atau dengan sebutan lainnya Asosiasi
Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris
DPRD Kabupaten/Kota pada halaman depan dan
oleh Ketua penyelenggara pada halaman belakang
untuk Pendaluman Tugas yang diselenggarakan oleh
Asosiasi Sekretaris DPRD; dan

j. Pimpinan Tertinggi menandatangani sertifikat pada
halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD serta
Ketua LPPM atau sebutan lainnyét pada' halaman
belakang  untuk Pendalaman Tugas yang
diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD bekerjasama

dengan perguruan tinggi.

7. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A
(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dicantumkan logo berupa lambang negara untuk
sertifikat yang ditandatangani atas nama Menteri, atas
nama Gubernur atau atas nama Bupati/Wali Kota

(2) Selain sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan logo masing-masing penyelenggara.
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8 Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BPSDM
Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya
secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BPSDM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan mengikutsertakan unit kerja Kementerian
Dalam Negeri lainnya terkait aspek materi pendalaman
tugas yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD dan/atau masing-masing alat
kelengkapan DPRD.

0. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33
(1) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dapat mengikuti kegiatan pendalaman tugas yang
diselenggarakan Ji luar negeri oleh pihak luar negeri.
(2) Kegiatan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diikuti apabila telah meﬁdapatkan
persetujuan Menteri melalui BPSDM dan Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi

sebagai berikut:

- Pasal 31
Lampiran format sertifikasi dan pendalaman tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 244,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal II :
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap . orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 584.

Salinan sesuai dengan aslinya

~Kepala Biro Hukum, '
/ .// ; ‘ = . |

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.




‘ersnuey eAR( JoquInGg ueduequiaduog
uepeqd eredoy]

L1939 urere(] LISJUS\ U'B
unye], ueng ressue], ‘yedwa],

. . S R R - ﬁ.v H.@Q.ED&.HOQ. € scecccnnas ﬂﬁwmg.« AHNMAHUU
redures vttt reSsue) rep L98oN Were( UBLIDIUSWRY EISNUeR) eAe Ioquing ueSuequrafusd uepeq Ya[o uexereddudesip Juel vttt ISejudLI) eped
ILOMIDNAN HVTHL e
.......................................... : IsuR)SU]
.......................................... : weyeqer
........................................... : eurey OLOHd SVd

: emieq ueseje usw ejo3]/usrednqe)] yelor( yeAyey Ue[{BMIod Uemd(] Uep ISUIAOL] YeIde( Jeisyey Ue[jemlisad uemd( ejodsuy
segn | uewe[epUS Uep ISEJUSLI) Uewopdd Suejua], "'0g unye], *° IowoN eisauopu] Jrqnday agoN weed MU\ UeInjeldd ‘Yeloe(] UBUejuLotisd
ueeidduoeAusg uesemedusd UBRUIqWS UBWOPdd SUuBIUS] A]0Z UNYEL ¢] JIOWON YejulLldwoj UeInjeldd uesIesepioq L3oN wereq HMIUINW

.............................................. . 10WON

LVAIALLAHES

VISENOANI ATTdNdHA
TIEDEN WVIVA NVINHLNIINHEA

180N wee(] LISYUI BUrRU seje NASJd eredoy rueduejepue)iq Suex qdd B1083Uy ISBIUSLIQ Jeynlieg Jmudyg 'Y
d4dd VLOODONV SVONL NVIAVIVANIL NVA ISVILNIRIO LYHIALLIAS LVINJOA

VLOM/NALYdNgV3

HVIAVA LVAIVE NVIDIVMIAd NVMIA NVA ISNIAOMd HVIAVA
LVAIVE NVIDIVMNAd NVMAA VLIOODONV SYONL NVAVIVANAD
NVA ISVYINARIO ONVINAL 2102 NNHVL €€1 JOWON INADIAN
NVIVA NALNAN NVINLVIAd SVLV NVHVANIAd ODONVINAL
8102 NNHV.L +1 JOWON

VISANOANI AITdNdH RHIADAN WVIVA RHNALNAN NVINLVIAd
NVAIdINVT

INHI




dIN
jex3ued
BUIeN

(yel1oy] uwenyeg eredoy] /rurejelq 133ur], ueurdunld uejeqep
unye], uemg resdue], ‘yedwa,

|| 03|« |10

NVHILVTId VLVIN NV MIdOL/NVHILVTAd V.LVIN IOUION

MIdOL/NVHILV1dd V.ILVIN dVIAVd

11o8oN urere( LISIUIJA BWEU seje NASdd ereday rueduerepue) Suex qidd €I083Uy ISBIUILIQ 1BHYNIIS HNjuag guesfeleg ueweleH

Im.ﬁl




¢*** ISUIAOI{ [eJor(] SLIB}OI S
, nuiagno ue
unye], ueng resdue], ‘yedws],

........ p HGQEUHHOD € cevenacnas waﬁ,&u ﬁdwﬁoﬂv EQE‘Nw Emwgﬁwu
rep eAuure] UeINQas/IsUNMOI EBISNUEB eAeq JIoquing ueSuequiodusad uepeg Uo[0 ueyered3uoesip Juek vttt ISBJUSLI) EpEd
LLOMIDNHEIN HVTHL

99Xy
.......................................... : IsuRjSU]
TOCILICT NN DA RN F e L : wereqer OLOHd Svd
........................................... . eureN

: emyeq UesRlRAULW B103 /udtednqey
Uelor( I1eAMEy UR[DEAMIdd Uemd( Uep ISUIAOI] YeIde( jefyey ueemIod uemd( elo8duy sedn] ueule[epuld UEpP ISBIULIO
uewoped SUBIUL], “0g UNUe] T IoWON eiseuopu] Hqnday 180N wrereq MIIUSN UBINjRISd ‘qeloe UBUEJULIOWDJ UBBISZUS[AUI
teseme8uod UeRUIqQUDJ Uewopdd Suejudl, LI0g Unyel, gl JOWON YeJULoWd{ UBINIRId UBHIBSEPIQ 80N wereq WU

VIVOONHTHANHA -10WON
RIDVANIWNAN INASdE :I1Se1ISI3oy I0woN

LVATALLIIES
VISENOJNI AI'TdNddd
RIAODIN WVIVA NVIAILNIINITH

INUIoqN) BUIBU SEJE BAUUTE] UBINGSS NEJE [SUlA0L] NASdd eredsy muesuejepueliq Suel (dd 810o83uy ISEJUSLIO JBNYRISS {miuad g

I.V.H|




dIN
yexdued
eweN

eAuure]
uengeag /1suiaoid eisnuep edeq loquing ueSuequofusd uepeqd ereday]
unye], ueing redsue], ‘edwo],

IGIEIE A

NVHILVTdd VLVIN WVl MIdO.L/NVHILVTAd VIVIN I0WON

MIJOL/NVHILVTAd VIVIN dV.IL4AVA

Imnuiaqny euwreu
s-eye eAUUTE] UBINGDs NEjE ISUIA0Id INASJH eredoy reduejepueliq Suei qYdd ©1033UY ISBIUSLIQ JeYIIaS Huag Suesfeleg ueweleH

Im.ﬂl




‘ersnuey eAR( Joqung ueduequiadudd
uepeqg eredoy
11980N urere LISJUIN U'E
unye], ueing ressue, ‘vedua],

.......... ressue) ueSuop redures -+ re33ue) Lep L030N Wee( UEMRIUIWIS
eisnuely eAe( Isquing ueduequodudd uepeqg Yoo uexeredduoesip Juek vt eAresqesjo] /doysyIom / reuruIas /S1use) Uesulquurg

LLOAMIDNIN HVTH.L

9%y
.......................................... : sueSy[
.......................................... : uereqep
........................................... : ewey OLOHd Svd

‘emueq ueyeieAusw ejoy/usredngey
yeloeq jels{ey uUe[{emidd Uemd( UBp Isulsold Yelse(d jedey ue{emIod uemo viog3uy seSn] UeWE[EBPUdd UEp ISBIUSHIO

wewopag SUeIUdL, "OZ Unyel - JOWON eisouopul Nqndsy S9N we[e MOIUSN UeInjelod ‘qelse UeyejuLIDW{ ueeIiddud(adusd
GesemeSuod UeRUIqUIDJ UBWOped Suejud], LI0C UNYel gl JOWON Yejulpdued uelmelsd Uedeseplaq o8oN urere (OIULN
.............................................. - IOWON
LVAIIILLAHAS
VISENOANI ATTdNddA

RIADAN WVIVA NVIIILNANIA

uSepuouwoy] Bisnuey eAe( Ioqung ueduequiaduad uepeq rueduejepue)iq Suex qadd e1033uy sesn] ueuwre[epuad 1eqYnIag yrmiueyd O

I@.HI




dIN
yex{3ued
BUIBN

(yel1oy] uenyeg ereday] /eurejeld 133u1], weurduwid ueyeqep
unye], ueng reddue], ‘yedwo],

uererdoy ueduop uesxrensas (y

SlGIGIE Al

NVHILVTdd VIVIN WVC MIdOL/NVHILVTAd VIVIN JowoN

MIJOL/NVHILVIdd VIVIN dV.14vd

LI3epuoway BISNUBN
eAe( Joqung ueduequaSus uepeqg Iuesuejepueiid Suex (qudd e1033uy sesn], ueureepuod 1eYNIag Jnjueyg Suesfeleg ueure[eHq

IN.HI




..........................................
.....................................

..............................................

*** ISUTAOId Yelde( SLEISIIS
nuiagqnyn ‘u'e
unye], uveng redsdue], ‘redua],

.......... ressue) ueduop redures ‘- - re33ue) Lrep eAuure] uemnqos /1suraoId
eisnuely efe Joqung ueduequodudd uepeqg Ud[0 uexeredduofostp Zuehk vttt eAresiesjo] /doysyiom /Teurwias /STuxo) uesuiquilg
LLOMIDONAIN HVTHL gx
.......................................... Isuesu
.......................................... wereqer Gt wea
........................................... BureN

‘emUeq UENRIRAUSW €)oY /udredngey]
yeleq jelqey ue[emlsd uemoJ Uep [SUIAOId YEIoR( jelspey ue[{emIsd uemd( elOSSuy Ssesdn] ueuweepuld UeBp ISBJUL1IO
uelopad Suejus], Qg unyel - IOWON EBIS9UOpU] siqqndoy 980N Weled MOJUdN UeINjeldd ‘Uelog( UBYEjUuLIWdd ueet33usfoluad
uusemeSuUsd UBBUIqWIJ UBWOpPdd Jueiusl LI0g UNYeL ¢l JOWON YBjuleowad ueInieIod Uedleseploq a8dN wee(q MIUIN

VAVOONHATAANH 1OWON
RIDVANINTY IWASdd 1Se13s18ay 10WoN

LVAIILLAIS

VISEANOANI AI'TdNddd
RIFODIN WVIVA NVISALNINIA

0
1l
)

ISUIAOI] YeIoB(] ejunauw [ueduejepueiiq guex qydd e1o83uy sedn] ueweepusd yeynias Jymusy "d

IwHI




dIN
yexdued
euwreN

eAuure]
ueINgog /ISUIA0ld Bisnuey ede( Ioquing ueSuequoduad uepeq ereday]
unye], ueng redsdue], ‘yedwo],

ueerdoy Swwc_ov uesrensos (4

IGICIR AL

NVHILV1dd VILVIN NVl MIdO.L/NVHILVTId VIVIN I0OWION

MIdOL/NVHILVIAd VLVIN dV.1dvd

ISUIA0ld Yeloe( YeiulLowod rueduelepueiiq guex qudd v1083uy sesn], uewe[epudd JexynIag niusg guesfe[og ueuwreey

I@Hl




Ceresassesessasacessisenas Ngowwg JOWON
.............................. oo e e s eeennesds BUIEN

- ‘yesnd Jed3ur], }nIod reired
138unao], veurdurld /wnui() eNjoy
unye], vemng reddue], ‘yedway],

.......... —..mwwﬁﬂ.m“w gwcoﬂv aga.mw ceeennan .—,‘mwwgw
eap ottt yesng jexs8ur]/jesnd snunduod uemd( Yo[0 uexered3ud[esip Suek vt eAreses{o]/doysyiom /Teuruas /stusa} wedurquirg
ILAMIDONIIN HVTH.L 9xp
........................................... SRS U
.......................................... wereqer OltE S
............................................ eurey

‘emyeq uesejeAusw B0y /udjedngel
geioe(] Ijesey ueemlsd uemd(  UBp ISUAOI] Yeloe(d jefsiey Ue[DemIsd Uemo( el033uy sesn] Uewe[Epusd Uep ISBIUILIQ
uewopad Suejua], Qg unyey, - IOWON BISSUOpU] siqndoy P89N urere MOIUSJN URIJRIdd ‘Yeloe( Ueyejuliouad uee133uajriuad
uesemedusd UBRUIqQUD{ UeBWOpod Sueius], LI0¢ UNUe] gl JOWON Yejuldwed uelmelsd Ueyleseplaq o8oN wereq WAUSN -

VIAVOONHTHANH - TOWON
[ADOVANINTN WASdd :1senIsiday 10woN

LVAIJLLAAS

VAVOONITIANId VINVN

YYVOONITIANId
0501

1104 TelTed yesnd jexdul]/1esnd snundusd uemo( Iuedueiepueli suei Addd ejo33uy sedn] ueweepusd 1eqyIag nmuadg H

IONI




ele33uo[oAuod Bniay
unye], uemng ressue], ‘yecuo],

ue edoy ueduop ueNqrensss (s

|| o3| |0

NVHILVT1dd VLVIN WV MIdO.L/NVHILVTId V.LVIN IOWON

MIdO.L/NVHILVTdd VIVIN dV.LAVd

}n1od rejred
1esng 1exydur]/yesnd snundusd uemad ruedueiepueliq Suex qydd eios3uy sesn], UBWE[EPUSd JENYNIIS Hrjusd Suexelog uewereH

IHNI




........................... m&owmg< -HOEOZ
.............................................. mgz

‘S[[0d Trejred ISuIaold yexdull/yeroe snindusd uemd( eniay
unye], ueing reddue], ‘yedwa],

.......... ._ﬂmwwqmu gwcov RQEQW sesescns ..ﬂmwwqmuv
e 1surrolg yexdul],/yelseq snindudd uemad Yo[0 uexere33uorosip uek eAreseso]/doyss{Iom /Teuruas /STl uegdulqurg
ILOMIDNIIN HVTA.L gxy
........................................... IsuejsU]
.......................................... weyeqer o
............................................ eurey

remueq ueeje usw B0y /usrednges]
qeoeq jelfey Ue[D{emIod Uemd( Uep ISUIAOI {BIoEd jeAyey Ue[emIsd uUemd( ©l0331y SESn] UBWE[EpPUSd UEp ISEJUS LI
uewopad Suejud], “'Qg unyel - IOWON eIsauopu] yqndoy 11eSoN wee( MOIUIN UeINjeldd ‘Yeldr( Ue(EjulLIaled ueeid3duareduag
uesemeduo UEBUIqUIdJ UBWOPdd Sueiudl LI0C UNUeL g1 JIOWON Yejulowsd ueInjeldd uedJeseptaq LoZoN weeq MW
. VIVOONATHANH 1OWON
RDVANAWN INASdd :1Senssoy 10uoN

LVAIAILLAES

VAVOONIATIANId VINVN

VYVOONITIANId
0501

{0104 Tejred Isulaold snandusd uemad rueSuerepuelq Suex qAdd e1o33uy sedn], uBWERpPUI] 1BYHISS synyuayg “q

INNI




Mmoo ere33uoeAusd eniay]
unye], ueng esduey, ‘yedway,

uererdos ueduop uerensss (4

|| od | |10

NVHILVTdd VLVIN WVl MIdOL/NVHILVT3d VIVIN IowoN

JIdOL/NVHILVTAd VIVIN dvV.iIL4dvd
jn1od relred 1suisold snunduad uemad rwesSueyepuelq Suel qAdd v1033uy sedn], uewe[epusd 1eqynag Jmusg Zuespelog ueweeHq

lle




¢-** ISUTAOIL] YeIde( SLIBIRIOS
A nuraqno ‘u'e
unye], ueng resdue], ‘vedus,

.......... ﬁmwwswu ueduop Rmﬁumw
......... [e88ue) wep - 1SUMMOI] QAd( FELERDPS Y0 ueereSfusresip Suek  eATexesio]/doysiiom /FeUunas /SIna) UesuquIte

ILAMIODNAN HVTH.L =4t
.......................................... IsueISU
.......................................... uereqer Sk

........................................... eurey

‘emyeq ueejeAuow €103 /usredngey
qeroe IeAYRy UB[DemIod Qm.BoD uep ISUIAOId UeBIOe( Jedsey ue[emIsd uema(d e10383uy sedin] ueuweepudd UEBP ISBIJUITIO
wewopdd Suejus], "7 Unye] " JIOWON BISauopu] sqndoy 1o8oN wreeq MU UeINjeIdd ‘Uelor( UBYERjULIOUdd ueeId3dus[eAusd
uesemesdudd ﬁmmcﬁﬁum uewioped 3duejud], L10T czsm,w ¢l JOWON Uejulowdd UeInjerdd ueyIeseploq LI030N wWeleq MU

VIVOONHATHANH -IOWON _
RIDVANINT WASdE :1Se1IsI39y I0WoN

LVAIJLLAIS

VISENOJNI AI'TdNddd
RIAHDIN NVIVA NVIIT.LNIINEHA

1sulaold (Qdd yerrelenias weduerepuel suex addd e1038Uuy sedn], ueurefepuad 1e3yniag ynjuag "H

I.vml




dIN
yesxi3ued
BureN

-+ 1surA01d (Add SHERDRS
unye], uemg [e33ue], yeduwa],

wererdoy ueduop Ueyrensas (4

|| 0| |10

NVHILVTdd VIVIN WVl MIdOL/NVHILVTId VIVIN 10WION

MIdO.L/NVHILVIAd VIVIN dV.1J4vVd

1sunold (Add 1elrelan{ag ruesuejepueid Suex (ydd e1033uy sesdn], ueure[epusd 1e3yriog Jnusg Suesre[og urwrerey

ImNI




-+ gjoy[ /usrednqey] yeroe( SLIBIDINIS
‘ ejoxqirem /edng ‘ue
unye], ueng esdue], ‘veduwa],

.......... .—..mwwqm“ A\H‘mwg@ﬁv RQE“W csessess .meg.mu.
wep vttt eioy /usrednqey] qudd IeLEIPINoS Yoo Ues[ered3ud[esip gueh eAresresjo]/doysyIiom /Teuruas /siusa} uesuiquilg
LLOMIDNAN HVTIL e
.......................................... Isuwejsu]
.......................................... weyeqer DLEHd S
............................................ eureN

‘emyeq uesejedusw eloy /usredngey
qelor( JBANEY UB[{EMIdd UEM3( UBp [Sulold Yyeloed jefs{ey ue[pemlsd uemo ejogduy sedr UeWE[EpUdd UEp ISBIUILIO
uewopad 3uejud], 'z unye] - IOWON ®BISIuopu] yiqndsy 1e8oN ure[ed MOIUD UeINJBIo ‘Yelder] UeUEjULIOWd ueel133us[aAus
upsemeguod UeRUIqQUD UBWOpdd SURIUSL AT0¢ UNyeL gl JOWON UBJULIOWd UeInjelyd ueylesepioq 1E3sN wereq MIUIN

A VIVOONATHANH 1OWON .
RIOVANTNI WASdd :1Sensizoy J0WoN

LVAIILLAAS
VISANOAQNI AI'TdNdd3d
RIADAN NVIVA NVIIILNIINIM

e10y /usrednqgey] qadd jerrelaras eduejepue)i Suei qYdQ e1o83uy sesn], uewre[epusd JeYiIos ynuag ‘H

I@NI




dIN
yex3ued
ewreN

oy /uajednqey qydd s1reldnfos
unye], ueng reddue], ‘vedus,

uejerdoy ueduop ueNEnsIs (,

IGICIE AL

NVHILVTdd VLVIN NVC r! MIdOL/NVHILVTAd VIVIN JowoN

MIdO.L/NVHILVTAd V.LVIN dV.LAvVd

ejoy /usrednqey (qudd 1eLreIanies uesduejepueli suei qidd p1088Uy SESN ], UBWE[EPUS{ JEIIAS Ynjusg Juese[oqg Uewe[eH

INNl




‘wnu) eniayf
unye], ueng reddue], ‘yedws],

.......... ﬁmwmﬂda ueduap Rmamw
......... reSsue) wep - 188ury, wenumSiod Yoo ueseredgusesip Suek - eAresexiof/doysyIom/ TeU[EIos |/ [SEIUALO/SILDIA) UeBtIqUlE

LLOMIDNIIN HVTAL .
.......................................... IsueIsUl
.......................................... wereqer R

........................................... eureN

‘emyeq uexejeAuow €03 /uaiedngey]
yelog(q Jei[ey ue[emidd uemd(  UBp ISUlAOL] Yelsed jedsey ue[{emIod Uemd( ¥jo33uy sesn] ueuweepusd UEp ISBIUIMLO
uwewopsd Suejus], Qg unye] T IOWON eIsauopu] siqndey e8oN wre[e MUSIUIN UeINjeldd ‘Yelee(d UeYEjULIDWS] uee1ddua[eAuad
uesemedusd UeBRUIqUSJ UBWOpsd SueIUd], LI0Z UnUe] ¢l JOWON YejuLouWdd UeInjelsd Ueyleseplaq o8oN were LIDIISIN

. : VIVOONHATHANH -I0WON .
RIOVANINTN WASdd ISens3oy 10WoN

LVIIALLAIS

VAVOHONATIANIL VINVN

VY4VYOONITIANId
0901

ejoy /usredngey] qadd sHela s
1Iseisosy uep ejoy/usjedngey] ydd BriSy ISEISOSY weSuejepuellq Suei (Add ©1088uy sedn] uewre[epudd Iedynlog ryusd I

Iwml




ere33uo[oAusd eniay]
unye], ueng resdue], ‘yedwa],

| uejeidos] ueduop UEBNIEeNsas (4

el o3| |10

NVHILVTHd VLVIN NVl ~ MIdOL/NVHILVIAd VLV JowiCcN

HIdOL/NVHILVTAd VLIVIN dV14dVa

eredduspiusg enmiay rueduejepue)q Suex qadd ©10383uy sedn], ueurerepuad 1exqyniag ynjuag suesie[eg UewWe[eH

I@NI




- 138unaa], ueurduwid /10339y
unye], veing reddue], ‘yeduia],

.......... ressuey ueguop redures
......... [e88ue) wrep o 88Ul UBTUNSIag YI[0 uestereSSuapestp Suek e eArestesol/doUsIom /TEUISS /ISEIUDLIO /ST A) UBBUIqUILY

LLOMIDNAIN HVTI.L B
.......................................... ” IsuBISy|
.......................................... : uereqep PRIy

........................................... ; N

"emyeq uexejeAusuwl €0y /udjedngeyf
Jeloe Jjelfey ueemlisd Uemd( Uep Isulaold yelseq 1eds(ey ue[DEMIdd Uemd(  e©J033uy SseSn] uewWelEpuUld UEp ISBJUQLIOQ
uewopad Suelusl, “"Og unyel  JIowop ersauopu] iqnday o8oN were WU UBINieldd ‘Yeloed UeYBIULIdUIR] ueeid3uajoluad
uesemeSuod UBBUIQUIS UBWOPdd Suejud], 210 UNyel gl JOWON UejulLduwed ueinjelod UeSIeseplaq LodoN wereq WOJUIN
VAVOONITHANHUL "TOWON
OVANANAN INASdd 1Sens3ay J0woN

LVAIAILAES

VAVOONITIHANId VINVN

V4VY99ONITIANId
0501

133u1], uenundiag rueduejepueliq Suei dAdd e1033uy sednJ, ueurefepuad 1eqYIag yniusg

loml




"T100 T €0686T1 £0C06S61 "dIN
(P/Al) eApPE BUreln) eUIquIag
_ HIN "HS "oyuerpnd 3181S OpopIm Id__.

OTOWNY OLHVCL ST %
28 %

‘VISANOQNI JI'1gnddad . Lk Hscwwwuomwsmﬂgw
RIADAN WVIVA NALNAN s P! eSS
................................. N
........................... HNMMAHNAH
............................. pureN s S R Susk e
€Cevenooe EﬁH&\H .WBUVH . €Ceencee Qmma WEHUEOW

unye], ueing resdue], ‘yeduwa],

uejerdoy uedusp UBNIeNnsas (

alGIGIE AL

NVHILVTHd VILVIN NV MIdOL/NVHILVTdd VIVIN JOWION

MIdOL/NVHILVTAd VIVIN dv.iIdvd

INdd'T en1oy] ruesuerepueliq Suex qudd e1o83uy sesn], ueuwre[epuad yexqyniag ynjuog Suese[og UeWeeH

IHmI




